
132 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku  

A. Pangerang Moenta, PERMUSYAWARATAN DAN DPRD Analisis 
Aspek Hukum Dan Produk Permusyawaratan, Inteligensia Media, 
Malang, 2016. 

Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, 
PUSTAKA PELAJAR, 2015. 

Abdurrahman Shalih Al-Jibran, Panduan Memilih Pemimpin Dan Wakil 
Rakyat Cet II, Pustaka At-Tazkia, Jakarta, 2009. 

Aminuddin Ilmar, HUKUM TATA PEMERINTAHAN, Kencana, Jakarta, 
2014. 

 , HUKUM TATA PEMERINTAHAN, PRENADAMEDIA GROUP, 
Jakarta, 2018. 

 HUKUM TATA PEMERINTAHAN (BESTUURSRECHT, 
GOVERNMENT LAW), UPT Unhas Pers, Makassar, 2021. 

Ani Sri Rahayu, PENGANTAR PEMERINTAHAN DAERAH Kajian Teori, 
Hukum, dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018. 

B.N Marbun, Kamus Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 
2006. 

Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, 
Jakarta, 2018. 

I Made Pasek Diantha, METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF 
DALAM JUSTIFIKASI TEORI HUKUM, PRENADAMEDIA 
GROUP, Jakarta, 2019. 

Irwansyah,PENELITIAN HUKUM Pilihan Metode & Praktik Penulisan 
Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020. 

Isharyanto, Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan 
Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan 
Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta, 2015. 

Jimly Asshiddiqhi, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi 
(Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM), Konstitusi 
Pers, Jakarta, 2005. 



133 
 

 PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA, Rajawali Pers, Jakarta, 
2016. 

Jumadi, DASAR DAN TEKNIK PEMBENTUKAN PERUNDANG-
UNDANGAN, PT RajaGrafindo Persada, 2017. 

Khalid, Ilmu Perundang-Undangan, CV. Manhaji, Medan,2014. 

La Ode Husen Dan Husni Thamrin, HUKUM KONTITUSI  Kesepakatan 
(Agreement) Dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar 
Konvensi Ketatanegaraan, CV. Social Politic Genius (Sign), 
Makassar, 2017. 

Lutfil Ansori, Legal Drafiting TEORI DAN PRAKTIK PENYUSUNAN 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PT RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, 2019. 

Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. 

Muh Hasrul Dan Syafa‟at Anugrah Pradana, URGENSI STAF AHLI 
Kajian Teoritik Keberadaan Staf Ahli Sebagai Pembantu 
Kepala Daerah Dalam Penanganan Isu-Isu Strategis Di 
Daerah, Litera, Yogyakarta, 2017. 

Ni‟matul Huda, Dinamika Ketatanegaraan Dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi, FH UII PERS, Yogyakarta, 2011. 

Ni‟matul Huda Dan Imam Nasef, PENATAAN DEMOKRASI DAN PEMILU 
DI INDONESIA PASCA REFORMASI, KENCANA, 2017. 

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), 
PREDANAMEDIA GROUP, Jakarta, 2015. 

Ramlan Subakti Dan Kris Nugroho, Studi Tentang Desain Kelembagaan 
Pemilu Yang Efektif, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata 
Pemerintahan, Jakarta, 2015 

Ridwan HR, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, Edisi Revisi, Rajawali 
Pers, Jakarta, 2017. 

Sadu Saswito Dan Yonatan Wiyoso, Meningkatkan Kinerja Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Fokusmedia, Bandung, 
2009. 

Sebastian Salang, Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan, 
PT Penebar Swadaya, Jakarta, 2009. 



134 
 

Wahyu Widodo, Budi Anwari Dan Maryanto, PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN PENGANTAR TEORI, CV. ANDI 
OFFSET, Yogyakarta, 2015. 

Winarno, PARADIGMA BARU PENDIDKAN KEWARGANEGARAAN 
Panduan Kuliah Diperguruan Tinggi, PT. Bumi aksara, jakarta, 
2017. 

Yusnani Hasyim Zoem, Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Pers, 
Jakarta, 2017. 

Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diubah dengan Nomor 9 Tahun 
2015 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 
Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota. 

Majalah dan Jurnal 

Abdul Razak, Achmad Ruslan, Hamzah Halim, Khelda Ayunita, 
"Harmonizator, and Synchronization of Laws Related to 
Management Authority of Coastal Marine Areas" Scholars 
International Journal of Law, Crime and Justice Abbreviated 
Key Title: Sch Int J Law Crime Justice ISSN 2616-7956 (Print) 
ISSN 2617-3484 (Online) Scholars Middle East Publishers, 
Dubai, United Arab Emirates Journal homepage: 
https://saudijournals.com/sijlcj, 14 April 2020. 



135 
 

AL Muttaqien, Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota 
DPR/DPRD Oleh Partai Politik terhadap Demokrasi, Jurnal 
Sosial Humaniora Sigli (JSH), Volume 3, Nomor 1, Juni 2020. 

Anik Tri Haryan, Retno Iswati, Muhammad Candra Wijaya, Analisis 
Yuridis Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (Paw) 
Anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
YUSTISIA MERDEKA, Volume 8, Nomor 1, Maret 2022.  

Ardin, Aminuddin Ilmar, Sukarno Aburaera, Marthen Arie, Legal Status of 
The Election Organizer Ethics Council: An Analysis of 
Indonesian Election System, International Journal of Scientific 
& Technology Research, Volume 5, Issue 02, ISSN 2277-8616, 
2016. 

BUKU LAPORAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), PENGGANTIAN 
ANTAR WAKTU ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI DAN 
DPRD KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA PERIODE 2014-
2019.  

Jimly Asshiddiqhi, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia 
(Mahkamah Konstitusi RI Dan Pusat Studi Hukum Dan Tata 
Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Jakarta, 2004. 

Jon Samuel Sonbay, Dkk. Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3 , 
Nomor 2, 2021. 

Otman Annafie, Kelembagaan Otonomi Khusus (OTSUS) Dalam 
Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan Di Provinsi 
Istimewa Yogyakarta, Jurnal Imu Pemerintahan Dan Kebijakan 
Publik, Vol.3 No.2, Juni 2021. 

Rida Farida, Mekanisme Penggantian Antar Waktu, Jurnal Cita Hukum, 
Fakultas Hukum dan Syariah Syarif Hidayatullah, Vol I No.2 
Desember 2013. 

Susi Delmiati, KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH 
TANGGA, Jurnal LITIGASI Vol. 7 (I), 2016. 

Syarifuddin jurdi, KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) dan penguatan 
institusi dan kooptasi rejim, kemandirian dan penguatan etik 
penyelenggara call for paper evaluasi pemilu serentak 2019, 
bidang evaluasi kelembagaan pemilu, (www.jurnal.kpu.go.id), 
2019. 


